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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel beriku : 
1. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh ka dan ha 
د Dal d De 
ذ Zal ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra r Er 
ز Zai z Zet 
س Sin s Es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
غ Gain g Ge 
ف Fa f Ef 
ق Qaf q Qi 
ك Kaf k Ka 
ل Lam l El 
م Mim m Em 
ن Nun n En 
و Wau w We 
ھ Ha h Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya y Ye 
ix 
 Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun.  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
( ’ ). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :  
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ى fathah dan yaa’ Ai a dan i 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
 
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْو ھ : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
 
  x 
Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
Tanda 
Nama  
 َى…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa’ 
a a dan garis di atas 
ى Kasrah dan yaa’ i i dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
u u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 تام : maata 
 ى م  ر : ramaa 
 لْي  ق : qiila 
  َتْو  م ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang 
hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya 
adalah [t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, 
maka taa’ marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ر لا  ف ْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة  ن ْي  د  ملا ة ل  ضا ف ْلا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  مْك  حْلا  : al-hikmah 
 
 
 xi 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
 Contoh : 
 ا نَّب  ر : rabbanaa 
 َْي َّج نا ن  : najjainaa 
  َق  حْلا : al- haqq 
  َم ِّع ن : nu”ima 
  َو  د  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf َى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ل  ع : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 
  َي ب  ر  ع : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang 
ditransilterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah 
maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َسم َّشلا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 xii 
 َ ة  ل  زل َّزل ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سل ف ْل ا : al-falsafah 
  َد  لَ ب ْل ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.  
Contoh : 
 َنْو  ر  مْا ت : ta’muruuna 
 َعْوَّنلا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْر  م ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur’an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, 
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
xiii 
9. Lafz al- Jalaalah (ه ّٰالل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. 
Contoh : 
َ 
ٰ للا ن ْي  د diinullah َ 
ٰ اللا ب billaah 
Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-
jalaalah, ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). 
Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri 
(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama 
diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital 
tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika 
terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf 
awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia 
ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). 
contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan  
xii 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu 
harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
Contoh: 
Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-
Walid Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
Swt. = subhanallahu wata’ala 
Saw. = sallallahu ‘alaihi wasallam 
r.a = radiallahu ‘anhu 
H = Hijriah 
M = Masehi 
QS…/…4 = QS Al-Baqarah/2:4 atau QS Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
Nama  :  Nur Atika 
Nim  :  10100113049 
Jurusan  :  Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan 
Judul : Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai 
Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada 
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros 
 
Dalam Penelitian dibahas tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai 
sarana mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, juga 
berdasarkan pasal (1)  Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 
tentang kesejahteraan sosial maka muncul pertanyaan ini : 1). Bagaimana Strategi 
Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros dalam memaksimalkan 
pengelolaan potensi zakat di kabupaten Maros?, dan 2). Bagaimana efektifitas 
pendistribusian zakat di badan amil zakat nasional kabupaten Maros dalam 
membantu mensejahterakan masyarakat kabupaten Maros?. 
 
Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research deskriptif 
kualitatif  adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer 
dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data 
kualitatif dengan mengelola data primer yang bersumber dari kantor Badan Amil 
Zakat Nasional Kabupaten Maros. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Strategi BAZNAS dalam 
memaksimalkan pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan 
zakat BAZNAS kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat. 2. 
Efektifitas pendistribusian zakat di kabupaten Maros dapat dipengaruhi  dalam 
tiga  faktor penting yakni Potensi  zakat yang dimiliki oleh masyarakat, jumlah 
potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS kabupaten Maros dan 
keberhasilan dari distribusi, namun ketidakberhasilan dalam pengumpulan zakat, 
dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.   
Implikasi penelitian Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
referensi dalam pengembangan keilmuan khusunya mengenai pengelolaan zakat 
di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros.Untuk memberikan sumbangan pemikiran 
kepada semua pihak utamanya bagi para mahasiswa dan kalangan masyarakat 
ilmiah hingga dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka membangun dan 
mensejahterakan masyarakat, bangsa dan agama.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Zakat sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan antara 
zakat dan shalat seringkali dikaitkan di beberapa ayat dalam Al-Qur’an yang 
menunjukkan bahwa zakat dari segi keutamaan hampir sama seperti halnya sholat. 
        Zakat mempunyai kedudukan yang penting, karena ia mempunyai fungsi yang 
ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah untuk 
mengharmoniskan hubungan vertikal kepada allah, dan sebagai ibadah mu’amalah 
ijtimaiyyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan secara horizontal sesama 
manusia.1 
Zakat merupakan kewajiban yang tercantum dalam Al-Qur’an. Artinya jika kita 
mengerjakannya, kita dapat pahala. Jika tidak, akan mendapat dosa. Sebagaimana 
Firman Allah SWT dalam QS. Al-baqarah : 43 
                       
Terjemahannya: 
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang 
yang ruku.2 
                                                             
1Abdurrachman Qadir. Zakat dalam dimensi mahdhah dan sosial (Cet.I,Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 1998), h.65 
2Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya insan Indonesia, 2002) h.35 
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Zakat merupakan satu-satunya ibadah yang dalam syariat Islam secara 
eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Ada dua model pengelolaan zakat. Pertama, 
zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang 
dibentuk oleh pemerintah. Kedua, zakat yang dikelola oleh lembaga non-pemerintah 
(masyarakat) atau semi pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah 
ditentukan oleh negara. 
Dari perspektif sosial kemasyarakatan dan ekonomi, zakat akan menjadi 
sarana untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Proses peningkatan pendapatan 
mayarakat inilah memungkinkan dapat meningkatkan permi ntaan dan penawaran di 
pasar yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat 
terjadi karena zakat mengakomodir golongan masyarakat yang lemah untuk 
memenuhi kebutuhannya, akibatnya pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan 
menjadi meningkat. Dengan perkataan lain, distribusi zakat terhadap masyarakat yang 
layak menerima zakat dari segi ekonomi akan memperoleh pendapatan sekaligus 
kesempatan untuk berusaha serta memiliki daya beli bahkan daya jual yang akhirnya 
memiliki pula akses pada perekonomian. 3 
Dengan sistem dan mekanisme zakat yang terlembagakan setidaknya 
menjadikan aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekali pun dapat dipastikan 
akan berjalan pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Zakat 
                                                             
3 Sohrah, Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar-akar kemiskinan (Cet: I Makassar: Alauddin 
University press, 2012), h.5 
3 
 
 
 
juga memungkinkan perekonomian tetap berjalan pada tingkat yang minimum, 
disebabkan karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat. 
Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat 
pertumbuhan perekonomian umat adalah negara melalui Baitul Mal. Bahkan, pada 
masa Rasulullah sampai pada masa khalifah setelahnya zakat menjadi salah satu 
pendapatan pokok negara. 
Zakat dikelola oleh negara maksudnya, bukan untuk memenuhi keperluan 
negara, seperti membiayai pembangunan dan biaya-biaya rutinitas lainya. Zakat 
dikelola oleh negara untuk dikumpulkan dan dibagikan kepada yang berhak 
menerimanya. Jadi negara hanya sebagai fasilitator, untuk memudahkan dalam 
pengelolaan zakat tersebut. 
Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengelolaan zakat, juga 
membutuhkan konsep-konsep manajemen agar supaya pengelolaan zakat itu bisa 
efektif dan tepat sasaran.   
 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-
satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No.8 
Tahun 2001 tentang tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq dan 
Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai 
lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional.4 
                                                             
4http://pusat.baznas.go.id/ diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 20.30  
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 Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 2014 dalam 
pasal 1 ayat 2 bahwa BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat 
secara nasional. Dan dalam pasal 1 ayat 6 bahwa Undang-undang adalah Undang-
undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.5 
Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros sudah berhasil 
mengumpulkan dana sekitar 1,6 Miliyar Rupiah yang berasal dari Zakat Profesi dan 
Infaq.  Berdasarkan Undang-undang yang berlaku saat ini para Aparat Sipil Negara 
diwajibkan berzakat di Badan Amil Zakat Nasional.6 
 Namun, masih kurangnya tanggapan dari para Aparat Sipil Negara tersebut 
sehingga dari 7000 Aparat Sipil Negara di Kabupaten Maros ini Baru 2000 lebih yang 
menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros ini. Sehingga 
pihak Badan Amil Zakat Nasional menargetkan terkumpulnya zakat sekitar 5 Milyar 
Rupiah setelah dilakukan beberapa sosialisasi. Sedangkan jumlah penerima zakat 
(mustahiq) di kabupaten Maros sejumlah 5337 orang.7 
 Saat ini Badan Amil Zakat Kabupaten Maros telah berhasil mengumpulkan 
dana sebanyak 1,2 Milyar dari para Aparat Sipil Negara kabupaten Maros, jumlah ini 
sebenarnya masih kurang karena target dari Baznas Maros yaitu bisa mengumpulkan 
sekitar 6 Milyar rupiah dari zakat profesi dari para Aparat Sipil Negara tersebut. 
                                                             
5Republik Indonesia, Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014, bab I 
pasal 1. 
6M. Said Patombongi, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros. Maros, 18 
Maret 2017.  
7M. Said Patombongi, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Maros   
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Kurangnya para ASN yang menyetorkan zakat profesinya menjadi kendala dalam 
mencapai pengumpulan zakat di kabupaten Maros ini. 
 Fenomena diatas sangat menarik untuk diteliti jika dikaitkan dengan 
optimalisasi pengelolaan zakat di Kabupaten Maros ini. 
 
B. Fokus dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus penelitian 
Penelitian ini berjudul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana 
Mencapai Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten 
Maros), oleh karena itu penelitian ini akan di fokuskan di Badan Amil Zakat di 
Kabupaten Maros. 
2. Deskripsi Fokus 
Berdasarkan pada fokus penelitian judul diatas, dapat dideskripsikan 
berdasarkan substansi permasalahan dan substansi pendekatan penelitian ini, 
dibatasi melalui substansi permasalahan dan substansi pendekatan terhadap 
“optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan 
masyarakat (studi kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Maros)”. Untuk 
menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan 
beberapa variable yang dianggap penting untuk mempermudah skripsi ini. 
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a) Optimalisasi 
Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk 
membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, system atau keputusan) menjadi lebih 
atau sepenuhnya sempurna, fungsional dan lebih efektif. 
b) Pengelolaan zakat 
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 
pendayagunaan zakat. 
c) Kesejahteraan Masyarakat 
Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan 
material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 
d) Badan Amil Zakat Nasional 
Adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 
BAZNAS merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri 
dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Strategi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros 
dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di Kabupaten Maros? 
2. Bagaimana efektifitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional 
(BAZNAS) Kabupaten Maros dalam membantu mensejahterakan masyarakat 
Kabupaten Maros? 
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D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini dimaksudkan memberi pemahaman serta penegasan bahwa 
terdapat beberapa buku menjadi rujukan dan tentunya relevan dengan judul skripsi 
penulis yakni : optimalisasi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan 
masyarakat (studi kasus Badan Amil Zakat Kabupaten Maros. Buku yang menjadi 
rujukan dalam pembuatan skripsi ini sebagai berikut : 
1. Dra. Sohrah, M.Ag. Zakat dan kebijakan fiskal meretas akar-akar kemiskinan 
(Makassar: Alauddin university press, 2012) dalam buku ini membahas tentang 
Zakat sebagai salah satu sarana meretas akar- akar kemiskinan yang ada kaitannya 
dengan persoalan yang akan diteliti oleh penulis. 
2. Didin Hafidhuddin, dkk The power of zakat studi pebandingan pengelolaan zakat 
Asia Tenggara (Malang: UIN-Malang press, 2008) dalam buku ini membahas 
tentang tulisan dari berbagai tokoh popular yang membahas tentang zakat dalam 
konteks kekinian dengan latar belakang berbeda, seperti model penjaringan 
muzakki dan pendistribusiana zakat serta berbagai wacana pengembangan zakat di 
Asia Tenggara yang ada kaitannya dengan permaslahan zakat yang akan diteliti 
oleh penulis. 
3.  Dr. Hamzah Hasan Khaeriyah, M.Ag. Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja 
pengelola zakat kontemporer dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi 
Religius Mustahik (Makassar: Alauddin university press, 2011) membahas tentang 
Badan Amil Zakat nasional secara khusus yang merupakan akan diadakannya 
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penelitian oleh penulis sehingga membutuhkan referensi mengenai Badan Amil 
zakat nasional itu secara terperinci. 
4. Prof. Dr.H. Ali Parman, M.A. Pengelolaan Zakat (disertai contoh 
perhitungannya) (Makassar: Alauddin university press, ) membahas tentang 
pengelolaan zakat dan spesifik membahas perhitungannya. 
5. Masdar F. Mas’udi. Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja 
Negara untuk rakyat (Jakarta: Mizan,) membahas tentang keterkaitan zakat dengan 
pajak sebagai sarana untuk kesejahteraan masyarakat. Buku ini setidaknya 
membahas sekilas tentang zakat selama beberapa abad ini dan perkembangannya. 
6. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si. akuntansi dan manajemen zakat (mengomunikasikan 
Kesadaran dan Membangun jaringan). (Jakarta: Kencana). Buku ini memberikan 
gambaran tentang pengantar dan lanjutan tentang zakat mulai dari pendahuluan, 
jenis, syarat, pra-syarat dan tata laksana zakat. Disamping itu, dijelaskan pula 
aspek teknis zakat legalis zakat dan berbagai permasalahan kontemporer yang 
menyangkut tentang zakat.  
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar 
belakang masalah dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui strategi Badan Amil Zakat kabupaten Maros dalam 
memaksimalkan pengelolaan  potensi zakat di Kabupaten Maros. 
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b. Untuk mengetahui efektifitas pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat 
Kabupaten Maros dalam membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten 
Maros. 
2. Manfaat Penelitian 
Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka ada beberapa kegunaan 
(manfaat) yang dapat diambil antara lain: 
a. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam 
pengembangan keilmuan khusunya mengenai pengelolaan zakat di Badan 
Amil Zakat Kabupaten Maros. 
b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak utamanya 
bagi para mahasiswa dan kalangan masyarakat ilmiah hingga dapat berguna 
dan bermanfaat dalam rangka membangun dan mensejahterakan masyarakat, 
bangsa dan agama. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
A. Memaknai tentang zakat 
1. Pengertian zakat 
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan bentuk kata dasar (masdar) dari 
zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Karenanya zaka berarti tumbuh 
dan berkembang, bila dikaitkan dengan sesuatu juga bisa berarti orang itu baik bila 
dikaitkan dengan seseorang. 
Dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan 
Allah yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Mazhab Maliki 
mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagian dari harta yang khusus telah 
mencapai nishab (batas kuantitas minimal yang mewajibkan zakat) kepada orang-
orang yang berhak menerimanya. 
Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang 
khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh 
syariat karena Allah. 
Menurut mazhab Syafi’i zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau 
tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah 
10 
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hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula 
yaitu kelompok yang diisyaratkan dalam Al- Qur’an.1  
2. Landasan kewajiban zakat: 
a. Dalil Al-Qur’an  
Dalam Al-Qur’an terdapat tiga puluh dua kata zakat dan delapan puluh dua  
kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, 
yaitu shadaqah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat 
mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam islam. Dari 
32 ayat dalam Al-Qur’an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat 
diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat, menurut john B. 
Taylor dalam tesisnya yang berjudul The Qur’anic Doctrine of shalat (1964) 
rangkaian kata shalat-zakat dalam Al-Qur’an sering kali ditemukan secara 
konsisten. 2 
Hal ini menunjukkan bahwa eratnya kaitan antara shalat dengan zakat 
sekaligus menunjukkan bahwa Islam sangat memerhatikan hubungan manusia 
dengan Tuhan dan hubungan antar manusia. Nash Al-Qur’an tentang zakat 
diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan 
periode Madinah sebanyak dua puluh empat ayat. Perintah zakat yang diturunkan 
pada periode Mekkah, sebagaimana terdapat dalam kedua ayat tersebut diatas, 
baru merupakan anjuran untuk berbuat baik kepada fakir miskin dan orang-orang 
                                                             
1 Nuruddin Mhd Ali. Zakat sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal (Cet. I .Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 2006)  h.6-7 
2Nuruddin Mhd Ali. Zakat sebagai  instrument Kebijakan Fiscal. h. 24  
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yang membutuhkan bantuan. Sedangkan yang diturunkan pada periode Madinah, 
merupakan perintah yang telah menjadi kewajiban mutlak.3 
b. Hadis 
Imam Bukhari  dan Muslim telah menghimpun hadis yang berkaitan dengan 
zakat, termasuk beberapa atsar. Hadits-hadis itu ada yang memberikan perintah 
umum tentang zakat, adapula hadis yang berupa rincian dari pelaksanaan zakat 
tersebut, seperti jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, dan sasaran zakat. 
Ketentuan zakat dalam hadis-hadis tersebut ditampilkan dalam uslub 
targhib, tarhib dan juga berisi tentang hikmah zakat dengan maksud memberikan 
dorongan kaum muslim untuk mengeluarkan zakat secara sukarela. Terdapat 800 
hadis tentang Zakat. 
c. Ijma’ 
Setelah nabi Muhammad saw. wafat, maka pimpinan pemerintahan dipegang 
oleh Abu bakar Ash shiddiq yang selanjutnya dinobatkan sebagai khalifah 
pertama. Pada masa kepemimpinannya, timbul gerakan sekelompok orang yang 
menolak membayar zakat kepada khalifah. Abu Bakar mengajak para sahabat 
bermufakat untuk memantapkan pelaksanaan dan penerapan zakat, serta 
mengambil tindakan tegas untuk menumpas orang-orang yang menolak membayar 
zakat dengan mengkategorikan mereka sebagai orang murtad. Seterusnya, pada 
                                                             
3Nuruddin Mhd Ali. Zakat sebagai instrument kebijakan fiscal. h.25 
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masa tabi’in dan imam mujtahid serta murid-murid mereka dilakukan ijtihad untuk 
merumuskan pola operasional zakat sesuai dengan kondisi dan situasi ketika itu.4 
Secara umum dapat digambarkan bahwa dalam rentang waktu yang 
demikian panjang, 13 abad bahkan lebih, pemikiran dan praktik zakat di kalangan 
umat islam secara berangsur-angsur ditandai oleh tiga kelemahan dasar dan 
sekaligus menjadi ciri pokok yang saling terkait. Pertama, kelemahan pada segi 
filosofinya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya, Ketiga, kelemahan pada 
segi manajemen operasionalnya. Gabungan yang saling erat antara tiga kelemahan 
itu telah membuat zakat, yang pada mulanya dan pada dasarnya merupakan suatu 
visi dan “gerakan sosial” dan jangkauan yang menyentuh realitas sosio-struktural, 
teredusir hanya menjadi aksi simbolik-personal yang tidak serta merta berdampak 
pada realitas sosial. 
Kelemahan pertama yang menyangkut segi filosofis adalah kelemahan yang 
disebabkan oleh tiadanya pandangan sosial yang mendasari praktik zakat. Sejak 
waktu yang sangat lama, umat Islam memandang zakat tidak lebih dari sekedar 
amaliah ritual (ibadah mahdhah) yang terpisah dari konteks sosial apa pun. Seperti 
halnya shalat, zakat mereka tunaikan semata-mata untuk memenuhi kewajiban 
yang ditekankan dari atas. Suatu kewajiban dari langit yang yang harus dipenuhi 
hanya karena ia adalah perintah yang haram ditolak perintahnya. 5 
                                                             
4Nuruddin Mhd Ali. Zakat sebagai  Instrument dalam Kebijakan  Fiscal. h. 26-27  
5Masdar F Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara untuk 
Rakyat. h.19 
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Pandangan dogmatis-ritualistis inilah yang telah membuat zakat menjadi a-
sosial dan teralienisasi dari fungsi dasar-dasar yang dibawanya. Pada umumnya, 
kalau misalnya dipertanyakan “mengapa kita harus berzakat” jawabannya adalah : 
karena demikianlah perintah Tuhan. Dan jika kita tanyakan: mengapa Tuhan 
memerintahkan zakat maka tak seorang pun mencoba menjawab, kecuali wallahu 
A’lam. Perintah tuhan adalah suatu hal, sedangkan realitas adalah hal yang lain. 
Meski keduanya bersumber dari hal yang satu, tetapi tidaklah dititahkan dalam 
keterkaitan antara keduanya, apalagi kaitan dalam konotasi sebab akibat, 
kausalitas.8 
Dalam praktik, dan juga dalam konsep, zakat hanya merupakan santunan 
karitatif yang bersentuhan dengan kebutuhan perseorangan, dalam skala yang tentu 
sangat terbatas. Bisa saja terjadi, lebih-lebih dalam konteks kehidupan sosial 
sekarang yang serba tersistem antara satu unit sosial dengan unit sosial yang lain, 
dalam satu komunitas tertentu, kewajiban zakat ditunaikan dengan intensitas 
tinggi. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, realitas sosial yang timpang dalam 
komunitas bersangkutan tetap saja tidak ada perubahan. Yang miskin tetap miskin 
dan terus dalam posisi tertindas, sementara yang kuat semakin menjadi kuat dan 
terus dalam posisi menindas.6 
Kelemahan kedua yaitu yang berkaitan dengan struktur dan tata laksana 
zakat. Misalnya tentang: definisi operasional zakat, objek zakat atau harta yang 
                                                             
6Masdar F Mas’udi, Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk 
rakyat. h.20  
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harus dizakati (mal zakawi) kadar atau tarif zakat (miqdar al zakah), batas minimal 
harta kena zakat (nishab), waktu zakat dan Tentu saja sasaran pembelanjaan zakat 
dan hal-hal terkait yang selama ini menjadi monopoli bahasan ahli-ahli fiqih 
dengan pendekatannya yang legal formalistis.7 
Zakat cenderung dipahami seperti ini, jelas bahwa zakat cenderung dipahami 
bukan sebagai konsep keagamaan yang berpangkal pada komitmen kerohanian, 
melainkan lebih sebagai konsep teknis administratif yang bersifat alternatif 
terhadap atau paralel dengan konsep-konsep sejenis, yakni pajak dan upeti. Akan 
tetapi, sementara pada satu pihak, zakat dipahami sebagai konsep administratif 
kelembagaan yang berarti berkapasitas duniawi dan bisa berubah, pada pihak lain, 
ia dipandang sebagai konsep langit, adikodrati, yang tidak mungkin ada ruang 
untuk perubahan dan pengembangan. 
Demikian pula tentang kadar zakat. Jika ketika itu, Nabi hanya menentukan 
zakat 2,5% atas kekayaan niaga dan 5-10% atas hasil pertanian, haruslah 
disimpulkan bahwa sampai kiamat pun tidak dibenarkan memungut zakat lebih 
ataupun kurang dari batasan itu. Atau yang menyangkut mashraf al-zakat (sasaran 
pembelanjaan zakat).8 
Zakat di mata ahli fiqih adalah kewajiban, perintah Tuhan. Dan ketimpangan 
sosial, kalaupun dipahami, adalah realitas kehidupan, kehendak Tuhan. Yang 
                                                             
7Masdar F Mas’udi, Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk 
rakyat. h.26  
8Masdar F Mas’udi, Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk 
rakyat. h.28  
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pertama, sebagai perintah harus ditunaikan dengan penuh ketaatan; sedangkan 
yang kedua, sebagai kehendak, harus diterima dengan penuh keikhlasan.  Tidak 
ada sangkut paut apapun dengan antara keduanya, apalagi yang satu harus 
mengurus yang lainnya. Semua adalah ketentuan Tuhan yang harus diterima apa 
adanya. 
Kelemahan pokok ketiga yang telah melumpuhkan konsep zakat terjadi pada 
bidang organisasi pengelolaannya, atau dalam bahasa Al-Qur’an dalam bidang 
per-amil-annya. Pada zaman khulafa’ al-rasyidun, pengelolaan zakat dalam wujud 
kelembagaannya tidak lain adalah apa yang dalam administrasi kenegaraan dikenal 
dengan pajak itu sendiri. Ia berada di bawah tanggung jawab pemerintah; dipungut 
oleh pemerintah dan di-tasharrufkan juga oleh pemerintah. Sebagaimana Firman 
Allah dalam QS At-Taubah /9 :103 
 
                         
              
 
Terjemahnya: 
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.9 
 
                                                             
9 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) h.  
297 
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Allah swt dalam ayat ini memerintahkan Rasul-Nya memungut zakat dari 
umatnya untuk menyucikan dan membersihkan mereka dengan zakat itu. Juga 
diperintahkan agar beliau berdoa dan beristigfar bagi mereka yang menyerahkan 
bagian zakatnya. 
Diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin abi aufa yang bercerita 
kebiasaan Rasulullah saw, jika menerima penyerahan zakat dari sesuatu kaum, 
berdoalah beliau bagi mereka. Allah swt menghimbau kepada hamba-hambanya 
agar bertobat dan bersedekah, karena masing-masing dari kedua amal itu 
menyucikan dan menghapus dosa.10 
Demikian perintah Allah swt kepada Muhammad saw selaku rasul yang 
menjalankan fungsi kepala pemerintahan. Sementara itu, kepada Mu’adz bin Jabal 
selaku gubernurnya di Yaman dengan jelas Rasul menginstrusikan: “Ambillah 
sedekah (pajak) atas harta si kaya dan kembalikan terutama untuk (kemaslahatan) 
si fakir miskin disana”.11 
3. Syarat kekayaan wajib zakat 
Harta yang dikenai  zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut; 
 
 
 
                                                             
10Salim bahreisy dan said bahreisy, Terjemah singkat tafsir ibnu katsir, (Surabaya:  Bina ilmu, 
2005) h.139-140  
11Masdar F Mas’udi, Menggagas ulang zakat sebagai etika pajak dan belanja Negara untuk 
rakyat. h.35  
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1. Milik Penuh 
Artinya harta berada di bawah kontrol dan kekuasaan pemiliknya, tidak 
tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Alasannya 
terdapat dalam surah Al- Baqarah/2: 254 
Bahwa keluarkanlah sebagian reski yang telah diberikan Allah kepada 
kalian. Persoalan yang timbul adalah status pinjaman karena zakat harus milik 
penuh. Menurut Ibn Hazm seprti dikutip Yusuf al-Qardhawi, pinjaman tidak 
wajib dizakati  baik yang meminjam maupun peminjam karena harus milik 
penuh. Tetapi menurut ibn Taimiyyah seprti dikutip Yusuf al-Qrdhawi bahwa 
zakat pinjaman dibebankan kepad orang yang minikmatinya.  
2. Berkembang  
Berkembang artinya harta berpotensi memberi keuntungan melalui 
produktifitas dagang atau usaha lainnya baik yang di kelolah sendiri maupun 
yang di kelola orang lain tetapi atas namanya.  
3. Halal dan baik  
Harta yang disakati diperoleh dengan cara yang baik dan halal karena 
Allah  hanya akan menerimah  yang baiak dan halal sebagaimana di tegaskan 
dalam surah 
4. Lebih dari kebutuhan biasa  
Menurut didin hafidhuddin, zakat dikeluarkan karena ada kelebihan dari 
kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang,papan,dan pangaan.  
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5. Bebas dari utang  
Ibn rusyd berpandangan bahwa syariat menghendaki yang paling jelas agar 
kewajiban zakat di gugurkan dari orang yang berutang dengan syarat pemilikan 
orang yang berutang situasinya lemah, yang meberi utang yang paling tepat 
terkena kewajiban zakat, orang yang berutang kurang dari senisap termasuk 
berhak menerima zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat di bebankan kepada 
yang berutang sepanjang berkecukupan. 
6. Cukup nishab 
Nishab, artinya batas minimal harta yang wajib dizakati. 
7. Cukup Haul  
Haul, artinya siklus dihitung 12 bulan penanggalan hijiriah sesuai isyarat 
surah al-Baqarah/2:189 Bulan haram , yaitu (bulan zulkaidah, zulhijjah, 
muharram, dan rajab), tanah haram (Mekkah) dan ihram. Persyaratan satu tahun 
buat peternakan dan sejenisnya, tetapi buat pertanian dan sejenisnya haulnya 
sampai panen.  
8. Cukup kadar 
Kadar, artinya persentase, ekoran,literan,atau kiloan. 
4. Jenis harta yang dizakati  
Jenis harta yang harus dizakati, yaitu emas, perak , uang , hasil 
perdagangan, hasil perusahaan, hasil perindustrian, hasil pertanian,hasil 
perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil 
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pendapatan dan jasa, serta rikaz menurut versi ulama, harta yang dizakati masih 
berserakan pada berbagai sumber.  
5. Yang Berhak Menerima Zakat 
Yang berhak menerima zakat berdasarkan Firman Allah QS At-Taubah/9: 
60  yaitu sebagai berikut: 
 
                          
                        
        
 
 
 
 Terjemahnya: 
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk 
hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, 
sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha 
mengetahui lagi Maha Bijaksana.12 
  
Setelah menerangkan bagaimana sikap orang-orang munafiqin yang 
menuduh Rasulullah tidak berlaku adil dalam tugasnya mebagi-bagi sedekah, 
Allah swt dalam ayat ini menerangkan bahwa dialah yang mengetur 
                                                             
12Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) 
h.288  
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pembagiannya, menetapkan hukumnya, dan golongan orang-orang yang patut 
mendapat bagian dari padanya.13 
1. Fakir 
Fakir adalah seorang muslim yang memiliki kemampuan untuk 
menghidupi drinya, akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, jadi 
mereka mungkin saja memiliki pekerjaan atau usaha, akan tetapi hasil dari 
pekerjaan dan usaha tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka 
dan keluarganya. 
2. Orang Miskin 
Orang miskin adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta dan 
pendapatan dalam bentuk apapun. Tentu saja ada banyak hal yang 
menyebabkan mereka dalam kondisi ini. Bisa saja karena bencana yang 
menimpa mereka atau karena cacat yang mengakibatkan mereka tidak bisa 
bekerja atau orang-orang yang memiliki harta akan tetapi tidak dapat 
menggunakannya karena alasan tertentu. 
3. Amil zakat 
Amil zakat juga berhak menerima bagian dari zakat yang terkumpul. 
Amil zakat adalah seorang muslim yang bebas, adil, dan jujur, ia juga harus 
benar-benar memiliki pengetahuan syariat yang berhubungan dengan 
penghitungan dan penarikan zakat. Mereka tetap berhak menerima bagian dari 
                                                             
13 Salim Bahreisy dan Said bahreisy, Terjemah singkat tafsir ibnu katsir jilid 4, (Surabaya: Bina 
ilmu, 2005) h.75 
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zakat walaupun mereka memiliki sumber pendapatan lain karena apa yang 
mereka terima dari bagian zakat adalah pembayaran dari apa yang mereka 
lakukan   
4. Muallaf 
Yang diutamakan disini adalah orang-orang yang baru saja menjadi  
muslim (muallaf) atau orang-orang yang akan menjadi muslim, agar mereka 
mendapatkan keteguhan hati serta mendapatkan pertolongan dari bagian zakat 
yang mereka terima. 
5. Memerdekakan Budak 
Zakat dapat dipergunakan untuk membantu budak muslim yang hendak 
memerdekakan dirinya. Seorang budak yang dibebaskan dengan cara ini harus 
tetap tinggal dalam komunitas masyarakat muslim.  
6. Orang-orang yang berhutang 
Zakat dapat diberikan kepada seorang muslim guna membayar 
hutangnya, kondisi ini juga berlaku bagi orang yang berhutang namun 
meninggal dunia. Zakat dapat diberikan kepada orang yang berhutang jika 
mereka telah memberikan semua harta yang dimilikinya kepada orang yang 
dihutangi. 
7. Fisabillah 
Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah mereka yang sedang berada 
dalam kondisi berjihad di jalan Allah, sehingga pemberian ini dapat digunakan 
untuk melengkapi kebutuhan mereka secara baik. Zakat dapat diberikan juga 
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kepada mereka, walaupun mereka berada di tempat yang jauh. Walaupun 
begitu, bagian zakat yang diberikan kepada mereka tidak boleh dipergunakan 
untuk membangun atau memelihara benteng atau sarana pertahanan lainnya. 
8. Ibn Sabiil 
Zakat juga dapat digunakan untuk membantu muslim yang sedang 
bepergian, mereka haruslah orang yang merdeka dan benar-benar 
membutuhkan bantuan. Pemberian zakat didasari oleh keadaan musafir tidak 
dapat menemukan orang yang dapat memberikan bantuan yang mereka 
butuhkan.14 
6. Optimalisasi Pengelolaan Zakat 
 Pada umumnya, sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran islam yang harus 
ditunaikan. Memperbincangkan zakat dalam perspektif lainnya, maka menjalankan 
kewajiban pembayaran zakat, juga diyakini diyakini dapat digunakan sebagai 
alternative untuk mengentaskan kemiskinan di  tengah-tengah masyarakat.   
Namun, pada kenyataannya , lebih jauh lagi zakat masih pada tataran wacana, 
didiskusikan dan diseminarkan. Jikapun berjalan masih sebatas zakat fitrah yang 
harus dikeluarkan oleh setiap muslim pada setiap akhir bulan ramadhan.15 
                                                             
14Abdalhaqq bewley, Amal Abdalhakim Douglas. Zakat raising A Fallen Pilar (Restorasi zakat 
menegakkan pilar yang runtuh), terj. Abdarrahman rachadi, Abbas firman, zaenab (Cet. I; Jakarta: 
Pustaka Adina, 2005) h. 37-40  
15Didi Hafidhuddin, dkk  The power of zakat studi perbandingan pengelolaan zakat Asia 
Tenggara (Cet.I, Malang: UIN-Malang press, 2008), h.4  
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Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta 
masyarakat. Ini dimungkinkan karena zakat dapat meningkatkan permintaan dan 
penawaran juga untuk diusahakan dan dialirkan sebagai investasi sector riil yang 
padaakhirnya zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 
akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.16 
Macam – macam Zakat  
Zakat secara umum terbagi kepada dua bagian, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. 
Dari zakat mal ini terbagi lagi kepada beberapa bagian yang akan dijelaskan dibawah: 
1. Zakat Fitrah 
Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu 
kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf (orang yang dibebani 
kewajiban oleh Alloh) untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang 
yang menjadi tanggungannnya. Jumlah yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 
satu sha' (1.k 3,5 liter/2,5 Kg) per jiwa, yang didistribusikan pada tanggal 1 
Syawal setelah sholat subuh sebelum sholat Iedul Fitri. 
Poin-poin penting yang harus diketahui tentang zakat fitrah: 
Hukum zakat fitrah adalah wajib. Setiap umat islam wajib menunaikan 
zakat fitrah untuk membersihkan dan mensucikan diri serta membantu jiwa-
jiwa yang kelaparan karena dibelit kemiskinan. 
 
                                                             
16 Sohrah, Zakat dan kebijakan fiscal meretas akar-akar kemiskinan (Cet.I Makassar: Alauddin 
university  press), h.107 
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Dalil dalil yang menerangkan kewajiban zakat fitrah yaitu sebagai berikut Q.S 
Al-A'la/ 87: 14-15: 
                        
Terjemahnya: 
"Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat 
(fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu 
ia mengerjakan sholat (iedul fitri)”.17 
 
       Umar bin Abdul Aziz menganjurkan orang-orang supaya mengeluarkan 
zakat fitrahsambil membacakan kepada mereka ayat ini Menurut riwayat Ibnu 
Khuzaimah, ayat diatas diturunkan berkaitan dengan zakat fitrah, takbir hari raya, dan 
sholat ied (hari raya). Menurut Sa'id Ibnul Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz: 
"Zakat yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah zakat fitrah". Menurut Al-Hafidh 
dalam "Fathul Baari": "Ditambah nama zakat ini dengan kata fitri karena diwajibkan 
setelah selesai mengerjakan shaum romadhon." 
Lebih tegas lagi dalil tentang wajibnya zakat fitrah dalam sebuah hadits 
yang diterima oleh Ibnu Abbas yang artinya:  
"Rosululloh SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang 
yang shaum dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan 
selama mereka shaum, dan untuk menjadi makanan bagi orang orang yang 
miskin. (H.R. Abu Daud) 
                                                             
17Departemen Agama, Al-Qur’an dan terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2002) h. 
1052 
26 
 
 
Kadar (Presentase/Ukuran) Zakat Fitrah 
Ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim adalah 
sebanyak satu Sha' dari makanan pokok. hal ini sesuai dengan dua hadits 
berikut ini yang artinya: 
2. Zakat Maal 
Zakat maal atau zakat harta benda, telah diwajibkan oleh Alloh SWT 
sejak permulaan Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 
Sehingga tidak heran jika ibadah zakat ini menjadi perhatian utama islam, 
sampai-sampai diturunkan pada masa awal islam diperkenalkan kepada dunia. 
Karena didalam islam, urusan tolong menolong dan kepedulian sosial 
merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membangun peradaban sosial 
bermasyarakat islami yang berada didalam naungan Alloh SWT sang pengatur 
rezeki. 
Pada awalnya, zakat diwajibkan tanpa ditentukan kadar dan jenis 
hartanya. Syara' hanya memerintahkan agar mengeluarkan zakat, banyak-
sedikitnya diserahkan kepada kesadaran dan kemauan masing-masing. Hal itu 
berlangsung hingga tahun ke-2 hijrah. Pada tahun itulah baru kemudian Syara' 
menetapkan jenis harta yang wajib dizakati serta kadarnya masing-masing. 
Namun mustahiq zakat pada saat itu hanya dua golongan saja, yaitu fakir dan 
miskin. 
Adapun pembagian zakat kepada 8 ashnaf (golongan/kelompok) baru 
terjadi pada tahun ke 9 hijrah. Karena ayat tersebut diwahyukan pada tahun 9 
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Hijrah. Namun demikian Nabi SAW tidak sepenuhnya membagi rata kepada 8 
golongan tersebut, beliau membagikannya kepada golongan-golongan yang 
dipandang perlu dan mendesak untuk disantuni. 
Hal ini seperti terjadi pada saat Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal 
pergi ke Yaman untuk menjadi gubernur di sana, dan memerintahkannya untuk 
mengambil zakat dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang 
fakir di Yaman. Al-Bukhori menerangkan bahwa kejadian tersebut berlangsung 
pada tahun ke-10 hijrah sebelum Nabi SAW menunaikan Haji Wada'. 
Jadi, Q.S At-Taubah ayat 60 menerangkan bahwa penerima zakat itu ada 
8 golongan. Merekalah yang berhak menerima zakat, sementara diluar 
golongan itu tidak berhak menerima zakat. Namun diantara mustahiq yang 8 
tersebut tidak harus semuanya menerima secara rata, tapi disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi dengan memperhatikan skala prioritas. 
Zakat maal ini terdiri dari beberapa macam, yaitu: . 
a. Zakat Emas, Perak, dan Uang 
Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya. 
Dalilnya yaitu surat At-taubah/9 : 34-35 
 
                        
                    
                       
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                      
                    
Terjemahnya: 
Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya di jalan Allah, peringatkanlah mereka tentang 
adzab yang pedih. Pada hari emas dan perak dipanaskan dalam 
api neraka, lalu dibakar dengannya dahi-dahi mereka, rusuk-
rusuk, dan punggung, maka dikatakan kepada mereka, "Inilah 
kekayaan yang kalian timbun dahulu, rasakanlah oleh kalian 
kekayaan yang kalian simpan itu". 
        Allah swt berfirman bahwa sebagian besar dari ulama-ulama orang 
yahudi dan rahib-rahib orang nasrani dengan menggunakan alasan agama dan 
kedudukan pimpinan mereka dalam masyarakat, mereka memakan harta rakyat 
dengan jalan yang bathil. Dan disamping itu mereka menghalang-halangi orang 
banyak dari jalan yang benar dan mengelabui mata mereka dengan mencampur-
baurkan yang hak dengan yang bathil dan menampakkan diri mereka seakan-akan 
mereka mengajak orang ke jalan yang baik, padahal  sebenarnya mereka mengajak 
dan menjerumuskan orang ke api neraka. 
 Disamping dua golongan orang yang dicela oleh allah dalam ayat ini, ada 
golongan ketiga, yaitu para hartawan dan kaya raya yang menyimpan harta 
kekayaannya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah. Mereka itu dicela dan 
diancam dengan azab yang sangat pedih kelak diakhirat, di mana emas, perak dan 
harta kekayaan yang disimpan tanpa dikeluarkan zakatnya itu akan menjadi alat 
penyiksa bagi mereka. 
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Dari keterangan diatas, jelaslah bagi pemilik emas dan perak, wajib 
mengeluarkan zakat, karena jika tidak, ancaman dari Alloh sudah menantinya. 
Nishab emas sebesar 20 dinar (90 gram), dan nishab perak sebesar 200 dirham 
(600 gram), dan nishab uang yaitu jika sudah senilai dengan emas 20 gram atau 
perak 200 dirham. Sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini 
dikeluarkan jika sudah mencapai haul (setahun sekali). Dari keterangan diatas, 
jelaslah bahwa apabila seseorang menyimpan emas dan perak (baik dalam 
bentuk emas batangan maupun perhiasan) maka wajib dikeluarkan zakatnya 
jika sudah mencapai nishab dan haul 
3. Zakat Ma'adin (Barang Galian) 
Yang dimaksud ma'adin (barang galian) yaitu segala yang dikeluarkan 
dari bumi yang berharga seperti timah, besi, emas, perak, dll. Adapula yang 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ma'adin itu ialah segala sesuatu 
yang dikeluakan (didapatkan) oleh seseorang dari laut atau darat (bumi), selain 
tumbuh-tumbuhan dan makhluk bernyawa.Zakat ma'adin dikeluarkan setiap 
mendapatkannya tanpa nishab, kadar zakatnya adalah 2,5%. 
4. Zakat Rikaz (Harta Temuan/Harta Karun) 
Yang dimaksud rikaz adalah harta (barang temuan) yang sering dikenal 
dengan istilah harta karun. Tidak ada nishab dan haul, besar zakatnya 20%. 
Zakat rikaz dikeluarkan oleh penemunya sekali saja, ketika ia menemukan 
rikaz tersebut. 
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5. Zakat Binatang Ternak 
Seorang yang memelihara hewan ternak (beternak) wajib mengeluarkan 
zakatnya Yang dimaksud binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya 
adalah apa yang didalam bahasa arab disebut Al-An'am, yakni binatang yang 
diambil manfaatnya. Binatang-binatang tersebut adalah unta, kambing/biri-biri, 
sapi, kerbau Zakat ternak ini dikeluarkan setiap tahun dan apabila telah 
mencapai nishab. 
6. Zakat Tijaroh 
Ketentuan zakat ini adalah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga 
beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%.Adapun waktu 
pembayaran zakatnya, bisa ditangguhkan hingga satu tahun, atau dibayarkan 
secara periodik (bulanan, triwulan, atau semester) setiap setelah belanja, atau 
setelah diketahui barang yang sudah laku terjual. Zakat yang dikeluarkan bisa 
berupa barang dagangan atau uang seharga barang tersebut. 
7. Sejarah pembentukan dan perkembangan BAZNAS  
Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional yang sering disingkat BAZNAS, tidak 
dapat dilepaskan dari perkembangan perzakatan di Indonesia, khususnya terhadap 
keterlibatan pemerintah.18 
Sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional 
didirikan berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 tertanggal 17 
                                                             
18Hamzah Hasan khaeriyah,  Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik. h.27  
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Januari 2001 yang waktu itu ditandatangani oleh presiden Abdurrahman Wahid. Surat 
keputusan ini merupakan penjabaran UU. No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat 
dalam dictum huruf (b) surat keputusan itu, disebutkan “bahwa Undang-Undang 
Nomor 33 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat mengamatkan untuk membentuk 
Badan Amil Zakat Nasional yang pelaksanaannya dilakukan presiden.”19 
Tahun 1968 dikeluarkan peraturan menteri Agama Nomor 4 Tahun 1968 
(PMA) tentang Pembentukan Badan Amil ZAkat. Pada tahun yang sama 
dikeluarkannya PMA Nomor 5 tahun 1968 tentang Pembentukan Baitul Mal. Baitul 
Mal yang dimaksud ini berstatus Yayasan dan bersifat Semi Resmi. Kedua PMA ini 
memiiki ikatan yang erat dan baitul mal inilah yang menampung dan menerima Zakat 
yang disetorkan oleh Badan Amil Zakat  seperti dimaksudkan PMA Nomor 4 Tahun 
1968. 
Tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri dalam Negeri dan 
Menteri Agama RI Nomor 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan badan Amil 
Zakat, infaq dan sedekah. Keputusan bersama ini ditindaklanjuti dengan instruksi 
Menteri Agama Nomor 5 tahun 1991 tentang pedoman Pembinaan teknis Badan Amil 
Zakat, infaq dan sedekah. Selain itu terdapat Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 
& tahun 1989 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan sedekah.20 
                                                             
19Hamzah Hasan khaeriyah,  Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik. h.27   
20Hamzah Hasan khaeriyah,  Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik. h.31    
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Tahun 1999 telah disahkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan 
zakat. Sebagai tindak lanjut UU ini Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Nomor 
581 tahun 1999 tentang pelaksanaaan UU nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat, dan sebagai petunjuk teknis telah dikeluarkan Keputusan Direktur jenderal 
Bimbingan Masyarakat islam dan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman 
teknis pengelolaan Zakat.21 
8. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional 
Visi organisasi: “Menjadi pusat Zakat nasional yang memiliki peran dan posisi 
yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pengelolaan zakat nasional yang 
amanah, professional,efisien dan efektif berdasarkan syariat islam.22 
Dalam visi ini mengandung arah organisasi yaitu Badan Amil Zakat Nasional 
selain melakukan kegiatan pengelolaan zakat juga ingin berperan lebih besar dalam 
pembangunan bangsa. Dengan kata lain, eksistensi Badan Amil Zakat Nasional tidak 
hanya sekedar melakukan fungsi konvensional yakni melakukan pengelolaan zakat 
yang merupakan tugas utama akan tetapi juga ingin mengambil peran yang lebih luas 
dalam pembangunan bangsa, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat.23 
                                                             
21 Hamzah Hasan khaeriyah,  Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik. h.32  
22Hamzah hasan khaeriyah, Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik.  Cet: I (Makassar: Alauddin 
University Press, 2011) h.33  
23Hamzah Hasan khaeriyah,  Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik. h.33   
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Misi yang dibangun Badan Amil Zakat Nasional yaitu : 
1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus 
mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk dapat mewujudkan 
kesejahteraan dan keadilan social. 
2. Menjadi regulator zakat nasional 
3. Menjadi kordinator badan amil zakat dan lembaga amil zakat, melalui upaya 
sinergitas yang efektif. 
4. Menjadi pusat data zakat nasional 
5. Menjadi pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia zakat 
nasional.24 
 
 
                                                             
24Hamzah Hasan khaeriyah,  Ekonomi Zakat di Indonesia kinerja pengelola zakat kontemporer 
dalam peningkatan kehidupan social Ekonomi Religius mustahik. h.33   
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan adalah field research yaitu penulis lansung 
turun kelapangan untuk meneliti hal-hal yang menjadi pokok masalah tersebut. 
Penulis juga menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 
penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.  
Lokasi penelitian ini yaitu di Kab. Maros Provinsi Sulawesi Selatan dengan 
difokuskan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Maros 
 
B. Pendekatan Penelitian 
Spesifikasi pendekatan pada penelitian ini menggabungkan antara pendekatan 
yuridis empiris dan yuridis normatif.  
1. Peneltian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris berarti berarti 
penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang terjadi dilapangan.  
2. Sedangkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berarti 
mengkaji tentang perundang-undangan dan peraturan-peraturan dengan teori-
teori hukum mengenai penerapan aturan. Pendekatan penelitian tersebut juga 
disebut dengan penelitian hukum doktrinal karena penelitian ini dilakukan atau 
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3. ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan 
perundang-undangan atau bahan hukum yang lain, sebagai peneliti pustakawan 
atau peneliti dokumen disebabkan peneliti ini banyak dilakukan terhadap data 
yang bersifat sekunder yang ada diperputakaan. 
 
C. Sumber Data 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer 
dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil 
observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil 
pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu :  
a.  Metode wawancara  
b. Metode observasi. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, 
majalah jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya. 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah field research, maka data penelitian ini diperoleh dengan 
bergai cara yaitu: 
1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Teknik wawancara dilakukan dengan cara mendatangi secara 
langsung informan untuk dimintai keterangan mengenai sesuatu yang 
diketahuinya, bisa mengenai suatu kejadian, fakta atau pendapat informan itu 
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sendiri. Dalam hal ini Penulis mewawancarai Ketua Badan Amil Zakat 
Nasional kabupaten Maros dan juga wakilnya. 
2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala 
yang diteliti. 
3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen. 
 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen 
berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam 
peneletian ini ada bebearapa instrumen penelitian yang digunakan yaitu: 
1. Pedoman wawancara 
Pedoman wawancara berfungsi sebagai alat pengarah dalam mengumpulkan 
data dari informan pada saat dilakukan wawancara. 
2. Handphone 
Penggunaan alat komunikasi berupa handphone yang memiliki spesifikasi 
dan fitur yang dapat membantu dalam peneletian ini, utamanya aplikasi Kamera 
Video, Kamera Foto dan Juga Recorder Suara. 
3. Alat Tulis 
Alat tulis dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dalam proses penelitian, 
hal ini guna mempermudah dalam proses pengumpulan data sementara dalam 
bentuk tulisan untuk selanjutnya diolah.  
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F. Taknik  Pengolahan dan Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 
1. Reduksi Data ialah proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, 
kategori, atau pokok permasalahan tertentu. 
2. Penyajian Data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam 
sejumlah ma triks yang diinginkan. 
3. Pengambilan Kesimpulan ialah mencari simpulan atas data yang direduksi dan 
disajikan . 
Analisis data yang digunakan yakni analisis kulitatif yaitu teknik pengolahan 
data  kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/ 
membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoretik, serta 
mengolah data dan menyajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur dan terstruktur 
serta mempunyai makna. Analisis data tidak hanya dimulai saat sebelum dan setelah 
penelitian, namun dilakukan secara terus menerus selama peneltian berlangsung. Hal 
ini disertai dengan identifikasi dan pemilaan terkait data yang dianggap penting dan 
berhubungan dengan fokus penelitian. 
 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Uji keabsahan data dalam penelitian ini meliputi Credibility (validasi internal), 
Transferability (validasi eksternal), Dependability (reabilitas), dan Confirmability 
(obyektifitas).  
1. Uji Kredibilitas 
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Uji kredibiltas antara lain dilakukan dengan cara yaitu:1 
a. Perpanjangan pengamatan 
Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang 
telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh telah berubah atau tidak.  
b. Meningkatkan Ketekunan 
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara cermat 
dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut makan kepastian data dan urutan 
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 
c. Menggunakan Bahan Referensi 
Bahan referensi merupakan pendukung yang dapat membuktikan data 
yang telah ditemukan, seperti rekaman wawancara. 
2. Pengujian Transferability 
Pengujian Transferability merupakan validasi eksternal, digunakan agar 
hasil penelitian dapat digunakan dapat diterapkan. Pengujian ini dilakukan 
dengan membuat laporan yang diurai secara jelas, rincih dan sistemati. 
3. Pengujian Defendability  
Dalam penelitian kualitatif, uji defendability dilakukan dengan 
melakukan audit terhadap keseluruhan proses oleh auditor yang independen, 
atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan kegiatan peneliti dalam 
melakukan penelitian 
                                                             
1Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2012) h.37 
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4. Pengujian Confirmability 
Dalam penelitian ini uji confirmability dilakukan bersamaan dengan uji 
defendability, kerena pengujian ini harus melibatkan orang lain.  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Gambaran Umum lokasi penelitian 
Kabupaten Maros merupakan adalah salah satu daerah  Tingkat II di 
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di  Kota 
Maros. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.619,11 km2 dan berpenduduk 
sebanyak 322.212 jiwa, secara administrative Kabupaten Maros terdiri atas 14 
kecamatan. Kegiatan keagamaan di kabupaten Maros terbilang cukup tinggi hal 
ini dapat dilihat dari berdirinya 2 masjid besar yang menjadi ikon kabupaten 
Maros yakni Masjid Agung Kabupaten Maros dan Masjid Al-Markaz al-islami 
Kabupaten Maros dilihat dari seringnya ada aktivitas keagamaan dari kedua 
masjid ini. Dari tingginya kegiatan keagamaan masyarakat muslim di Kabupaten 
Maros secara tidak lansung mempengaruhi intensitas kegiatan muslim dalam 
berzakat, meskipun  sebagian besar kegiatan zakat hanya berfokus kepada zakat 
fitrah yang dikelola tiap hari raya idul fitri. Namun, pada tahun 2003 mulai 
tampak adanya kesadaran untuk membayar zakat mal, hal ini ditandai dengan 
banyaknya lembaga pengelola zakat yang berdiri baik yang dikelola oleh 
masyarakat maupun yang dikelola oleh pemerintah.1 
  Pengelolaan zakat telah menjadi perhatian pemerintah daerah sejak dahulu. 
Yaitu semenjak adanya instruksi presiden Suharto pada masa itu mengenai 
pembentukan Badan Amil Zakat Infaq dan sedekah yang berperan sebagai 
kordinator
                                                             
1https://maroskab.go.id  
41 
 
 
 
pelaksanaan zakat di tingkat kabupaten atau kota. Namun pada prakteknya 
lembaga ini kurang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tersebut. 
  Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat tidak terlalu ketat. 
Hal ini dikarenakan pembentukan panitia pengelolaan zakat berdasarkan 
kepercayaan dari masyarakat kepada pengurus masjid saja. Pengurus masjid pada 
umumnya adalah para ulama ataunorang-orang yang dianggap ilmu agamanya 
lebih tinggi dibandingkan masyarakat pada umumnya. 
  BAZIS dapat dikatakan tidak berperan maksimal karena pengelolaan zakat 
dilaksanakan pada lingkungan masyarakat masing-masing dan BAZIS hanya 
menerima laporan mengenai pengelolaan zakat tersebut dari masjid-masjid. 
Melihat kondisi pengelolaan tidak berjalan maksimal maka pada tahun 2005 
pemerintah daerah Kabupaten Maros mengeluarkan Peraturan Daerah kabupaten 
Maros Nomor 17 tahun 2005 tentang Pengelolaan zakat dalam kabupaten Maros.2 
   Pada tahun 2014 berdasarkan Peraturan pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang undang Republik Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Maka Pemerintah Kabupaten 
Maros Membentuk Badan Amil Zakat Kabupaten Maros. Yang saat ini berada 
pada periode Kepemimpinan H. Djamalik Yusuf.3 
 
B. Profil  BAZNAS Kabupaten Maros 
 Kantor Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros merupakan instansi 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada BAZNAS provinsi  dan 
                                                             
2Djamalik Yusuf, Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros.   
3 Djamalik Yusuf, Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros 
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pemerintah daerah kabupaten /kota. Kantor Badan Amil Zakat Nasional terletak di 
jalan Kemiri No. 13 Maros SulSel. Pada Periode kepemimpinan tahun 2014 
BAZNAS  Kabupaten Maros dipimpin oleh bapak Djamalik Yusuf   
 Badan Amil Zakat Nasional mulai  berdiri di kabupaten Maros sejak tahun 
2014. Berdasarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2014 yang dikeluarkan pada 
tanggal 23 April 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan Zakat di Kementrian/ 
lembaga/ Sekjen lembaga Negara/ Sekjen komisi Negara, Pemda, BUMN, dan 
BUMD melalui BAZNAS. Penetapan di Kabupaten Maros tentang berlakunya 
BAZNAS berdasarkan keputusan Dirjen Bimbingan masyarakat Islam/ 
KEMENAG no.DD.11/ 568/ 2014. Serta pelaksanaannya berdasarkan Keputusan 
Bupati SK No. 1109/ KPTS/ 45/ VIII/ 2014 menetapkan bahwa pimpinan 
BAZNAS kabupaten Maros sebanyak 5 orang yakni Drs. H. Djamalik Yusuf 
sebagai Ketua BAZNAS kabupaten Maros dan Wakil Ketua I : Drs. H. samalewa, 
Wakil Ketua II : Drs, H. Suradji (alm), Wakil ketua III: Muh. Ilyas, S.Ag. ,Wakil 
Ketua IV : Muh. Said Patombongi. Dan berdasarkan 
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Keputusan Ketua BAZNAS kabupaten Maros No. 807/ BAZNAS – Mrs/ X/ 2014 
mengangkat bagian pelaksana/ KaBag yang terdiri dari 4 orang.4 
VISI dan MISI Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros 
Visi : Mewujudkan Maros Berzakat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera 
Misi : 1). Meningkatkan pelayanan Muzakki dan Mustahik 
 2). Pengelolaan Manajemen Zakat dengan Baik dan Terpercaya 
 3). Meningkatkan Profesional, Integritas dan Kwalitas Pengurus BAZNAS 
 4). Pelayanan Pembinaan Dana Produktif 
Tugas Pokok dan Fungsi badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros 
 Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros mempunyai tugas 
merencanakan, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat 
sesuai dengan ketentuan agama di kabupaten maros berdasarkan Peraturan Badan 
Amil zakat Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2015. Dalam melaksanakan tugas 
tersebut, BAZNAS Kabupaten Maros memiliki fungsi sebagai berikut: 
1. Pengelolaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat di 
kabupaten Maros 
2. Pembinaan dan Mengembangkan perekonomian mustahik 
3. Pencatat kegiatan potensi zakat masyarakat Kabupaten Maros 
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat 
                                                             
4Djamalik Yusuf, Ketua Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Maros  
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5. Pelayanan Zakat Masyarakat kabupaten Maros 
6. Pengembangan dana zakat masyarakat Kabupaten maros 
7. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di Bidang Administrasi zakat 
di kabupaten maros 
C. Strategi  Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros Dalam 
Memaksimalkan Pengelolaan Potensi Zakat. 
 Mengenai pengelolaan zakat, Kabupaten maros memiliki potensi yang 
sangat besar. Saat ini Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros masih 
mengoptimalkan Zakat profesi dari para aparat sipil Negara di kabupaten Maros. 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2016 hingga 
awal tahun 2017, telah menerima zakat sebanyak 1,6 Milyar rupiah dari zakat 
profesi serta infaq dari 2000 Aparat Sipil Negara yang berada di kabupaten maros 
ini. Namun, ini masih belum seberapa karena baru sekitar 10% Aparat sipil 
Negara yang membayarkan zakatnya di BAZNAS.5 
 Namun, saat ini BAZNAS telah melakukan sosialisasi ke kantor kantor di 
seluruh kabupaten Maros mengenai anjuran bupati kabupaten maros yang 
menganjurkan pembayaran zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Maros. Untuk 
memaksimalkan potensi zakat profesi di kabupaten Maros yang mencapai 5 
Milyar Rupiah pertahunnya.6 
 Untuk memudahkan pelayanan zakat kepada masyarakat maka dibentuklah 
Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), yaitu suatu organisasi yang dibentuk BAZNAS  
                                                             
5M. said Patombongi, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros    
6M. said Patombongi, Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Maros  
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untuk semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan 
zakatnya. Pembentukan UPZ ini dilakukan pada instansi pemerintah maupun 
instansi swasta. Pada BAZNAS pembentukan UPZ ini dilakukan disetiap desa 
maupun kelurahan. Tujuan pembentukan UPZ ini adalah untuk melakukan 
pengumpulan zakat, infaq dan sedekah di unit masing-masing dengan 
menggunakan formulir yang dibuat oleh BAZNAS dan memberikan hasilnya 
kepada bagian pengumpulan pelaksana BAZNAS.   
 Dalam Mengelola Zakat yang masuk ke BAZNAS ini mereka membentuk 
beberapa program, berikut beberapa Program tersebut: 
1. Program produktif maros Sejahtera 
a. Berdaya usaha mandiri mustahiq 
b. Bantuan Mustahiq lingkungan PNS 
c.  Dana Bergulir Usaha Kecil Masyarakat 
d. Pesantren Kreatif usaha mandiri 
2. Program Pendidikan 
a. Bantuan Khusus Program Tahfidz Qur’an 
b. Bantuan Mahasiswa tidak mampu 
c.  Bantuan Intensif guru TPA, Diniyah, Pondok pesantren 
d.  Pendidikan Kader Ulama 
3. Program Maros Sehat 
a. Bantuan Rawat Inap Masyarakat miskin  
b.  Bantuan Biaya Berobat Masyarakat Miskin 
4. Program BAZNAS Peduli. 
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a. Bantuan bencana alam Masyarakat tidak mampu 
b. Bantuan Penanganan Korban Rentenir 
c. Pembangunan Rumah tidak layak huni 
d. Santunan Peduli Dhuafa 
5. Program Maros Religi 
a. Bantuan Lembaga Keagamaan 
b. Penanganan dan Pembinaan Muallaf 
c.  Bantuan Sarana Keagamaan 
d. Bina Taqwa Mustahiq 
a.  Efektifitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 
Maros 
Mengenai pengelolaan zakat tentunya tidak dapat dipisahkan dari sebuah 
ukuran akan berhasil atau tidaknya pengelolaan zakat tersebut, keberhasilan dalam 
pengelolaan zakat di tentukan dari strategi dan manfaat zakat bagi mustahiq. 
Menurut Djamalik Yusuf keberhasilan pengelolaan zakat dapat dilihat dari adanya 
perubahan pada diri seseorang dari yang awalnya menjadi mustahiq beralih 
menjadi seorang muzakki.  
Untuk mengubah  peran seorang mustahiq dari yang dibantu menjadi 
muzakki yang membantu, dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program 
pendistribusian yang dilakukan oleh amil zakat. Kreatifotas amil zakat dalam 
menyalurkan menjadi suatu hal yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat 
dicapai dengan pola pendistribusian zakat secara produktif. Dimana dalam 
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pendistribusian zakat secara produktif sangat diperlukan untuk membangun 
kekuatan ekonomi mustahiq menjadi lebih mandiri dan berdayaguna. 
Menurut pasal 27 Undang- undang Nomor 23 tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat, pendayagunaan zakat dapat dilakukan kala kebutuhan dasar 
seorang mustahiq telah terpenuhi. Hal ini menandakan bahwa sejak disahkannya 
undang-undang ini, amil zakat dituntut untuk bekerja lebih keras baik untuk 
membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahiq dan memberdayakan 
perekonomiannya menjadi lebih produktif. 
BAZNAS kabupaten Maros untuk memenuhi  tuntutan dari undang undang 
nomor 23 tahun 2011 ini telah memiliki beberapa program pendayagunaan untuk 
memberdayakan perekonomian mustahiq. Program pemberdayaan tersebut 
diantaranya adalah program produktif Maros sejahtera untuk memberdayakan 
mustahiq melalui usaha perekonomian produktif, dan program lainnya. Program 
pemberdayaan ini diharapkan untuk membantu mustahiq dapat memiliki usaha 
mandiri untuk digunakan memenuhi kebutuhannya.  
BAZNAS Kabupaten Maros sendiri telah mengklaim beberapa keberhasilan 
beberapa keberhasilan program pemberdayaan zakatnya. Melalui program 
produktif Maros sejahtera BAZNAS Kabupaten Maros telah memberdayakan 
beberapa perekonomian mustahiq menjadi lebih produktif bahkan beberapa 
mustahiq tersebut saat ini telah berubah peran menjadi salah seorang muzakki 
yang rutin membayarkan zakatnya di BAZNAS Kabupaten Maros.  
b. Strategi BAZNAS Kabupaten Maros dalam memaksimalkan pengelolaan 
potensi zakat di Kabupaten Maros. 
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Mengenai strategi pengelolaan zakat, berhasil atau tidaknya sangat 
tergantung pada amil zakat yang mengelolah zakat tersebut. Untuk menghadapi 
kesulitan dalam pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Maros memiliki strategi 
yang dibagi menjadi tiga bagian yakni strategi publikasi zakat, strategi aksi, dalam 
pengelolaan zakat, dan strategi dalam bidang administrasi pegelolaan zakat. 
Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
Maros adalah sebagai berikut :  
1. Sosialisasi UU No 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat : 
BAZNAS Kabupaten Maros melaksanakan sosilisasi UU No 11 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kepada para tokoh masyarakat dan 
pada para aparat sipil negara di tiap kantor milik pemerintah. Mereka 
melakukan sosialisasi dari kantor ke kantor dengan sebelumnya telah 
mendapat izin dari bupati kabupaten Maros. 
2. Penyuluhan kepada masyarakat ; 
Penyuluhan akan kesadaran Berzakat dilakukan oleh BAZNAS 
kepada masyarakat umum melalui khotbah jum’at yang dilakukan tim 
Pengurus BAZNAS jika melakukan khotbah jumat di masjid masjid yang 
berada di kabupaten Maros. 
3. Memberikan Laporan Kegiatan BAZNAS secara terbuka 
BAZNAS melakukan Kegiatan pendistribusian maupun Sosialisasi 
dengan mengshare tiap kegiatan yang sudah di dokumentasikan ke dalam 
Akun Resmi BAZNAS di Sosial media  sehingga semakain memberi 
keyakinan kepada masyarakat untuk membayarkan Zakat nya di BAZNAS. 
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4. Menerbitkan Kartu  Nomor Pokok Wajib Zakat 
BAZNAS merencanakan akan menerbitkan Nomor Pokok Wajib 
Zakat (NPWZ) agar semua pegawai di Kabupaten Maros mebayarkan 
zakatnya di BAZNAS cara kerjanya hampir sama dengan Nomor Pokok 
Wajib Pajak(NPWP). 
Dari beberapa strategi publikasi zakat oleh BAZNAS kabupaten 
Maros ini dapat disimpulkan bahwa strategi mereka dalam hal publikasi 
zakat sudah bagus. Apalagi dengan adanya rencana penerbitan NPWZ 
tersebut sehingga mau tidak mau para pegawai yang ada di kabupaten 
Maros ini harus membayarkan zakatnya di BAZNAS.   
Sedangkan dalam strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS 
Kabupaten Maros melakukan hal sebagai berikut:  
1.  Srategi Pendapatan Zakat 
Berdasarkan anjuran dari Bupati Maros setiap Aparat Sipil Negara yang 
berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- berkewajiban mengeluarkan 
zakatnya sedangkan yang berpenghasilan dibawahnya  ditekankan untuk 
berinfak sebesar Rp.10.000.- 
2. Pembayaran Zakat Melalui Bank 
Melalui program penghimpunan zakat BAZNAS kabupaten Maros 
memiliki kerjasama dengan Bank agar para wajib zakat dapat memberikan 
dana zakat, infaq, dan sedekah melalui fasilitas perbangkan. Hal ini dapat 
dilaksanakan baik melalui transfer, pindah buku, auto debet, ATM, Phone 
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banking ataupun fasilitas lain yang disiapkan bank. Adapun pihak bank yang 
bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Maros:  
a. Bank muamalat, No.Rekening 806-000-56-73 a.n BAZNAS 
Kabupaten Maros  
b. Bank syariah mandiri, No.Rekening  703-696-79-99 a.n BAZNAS 
Kabupaten Maros  
c. Bank Rakyat Indonesia, No. Rekening 0224-01-000274-30-02 a.n 
BAZNAS Kabupaten Maros. 
d. BPD No.Rekening 010-003-0000-655-8 a.n BAZNAS Kabupaten 
Maros. 
e. Bank Negara Indonesia No.Rekening 036-406-26-44 a.n BAZNAS 
Kabupaten Maros. 
3. Aksi jemput zakat 
Merupakan layanan dari BAZNAS Kabupaten Maros kepada wajib zakat 
dengan menjemput secara langsung kerumah wajib zakat program ini biasa 
dilakukan oleh petugas zakat dengan menghubungi (0411) 371 097. 
Dari semua strategi administrasi pengeloaan zakat diatas dapat 
disimpulkan bahwa dalam hal strategi mereka memang sudah cukup bagus 
namun pada kenyataannya dalam hal strategi pendapatan zakat masih kurang 
ASN yang berpenghasilan perbulan sebesar Rp. 2.681.000.- berkewajiban 
mengeluarkan zakatnya, hanya sebagian kecil dari mereka yang membayarkan 
zakatnya di BAZNAS, mereka hanya lebih banyak membayarkan infak saja. 
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Sedangkan pada strategi aksi dari pengelolaan zakat, BAZNAS kabupaten 
Maros juga memiliki program yakni: 
1.  Pendayagunaan Zakat. 
Mengenai persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan 
zakat diatur dalam Undang Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan 
zakat pasal 28 dan pasal 29. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat harus 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran 8 mustahiq yaitu : fakir, miskin, 
amil, muallaf, riqab, ghorim, sabilillah dan ibn sabil. 
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi 
kebutuhan dasar   secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan; 
c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.  
 
Hasil pengumpulan zakat yang dapat didayagunakan untuk usaha yang 
produktif dengan persyaratan sebagai berikut; 
1). Apabila pendayagunaan zakat kepada para mustahik telah terpenuhi dan 
ternyata   masih terdapat kelebihan. 
2). Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; 
Setelah memenuhi persyaratan tersebut, pendayagunaan hasil 
pengumpulan zakat untuk usaha produktif harus melalui prosedur sebagai 
berikut: 
a). Melaksanakan studi kelayakan 
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b). menetapkan jenis usaha produktif  
c). melakukan bimbingan dan penyuluhan  
d). melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan 
e). mengadakan evaluasi 
f). memberi laporan 
2. Pelatihan kepada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 
Pelatihan ini merupakan Program yang diberikan BAZNAS Kabupaten 
Maros kepada para Unit Pengumpul Zakat sekabupaten maros tiap tahun sekali 
untuk meningkatkan kualitas Unit pengumpul Zakat di Kabupaten Maros dan 
biasanya berlansung pada akhir tahun.  
dari strategi aksi pengelolaan zakat, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
dalam hal ini strategi BAZNAS sudah cukup bagus dan juga pengelolaannya 
telah sesuai dengan undang-undang hanya saja pada strategi pelatihan kepada 
para Unit pengumpul zakat mungkin pelatihannya perlu ditingkatkan menjadi 
dua kali dalam setahun agar lebih efektif 
D. Efektifitas pendistribusian zakat  di BAZNAS Kabupaten Maros   
 Untuk melihat efektifitas zakat maka hal sangat pokok adalah dengan 
melihat bagaimana strategi pengelolaan zakat dapat berpengaruh dalam tiga  
factor penting; 
1. Potensi  zakat yang dimiliki oleh masyarakat.  
 Pengurus BAZNAS Kabupaten Maros di harapkan mampu 
memaksimalkan zakat.sebab bila dikelolah dengan maksimal, potensi zakat di 
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Maros bisa mencapai Rp 10 M pertahun. Jumlah tersebut berasal dari zakat 
profesi ribuan ASN di Maros dan zakat dari pihak swasta yang berdomisili di 
Maros. 
Hal tersebut dikatakan Bupati Maros saat bersilaturahmi dengan 
pengurus BAZNAS Kabupaten Maros. Potensi zakat di Maros cukup tinggi 
namun belum dikelolah dengan maksimal. Bila potensi itu di makasimalkan 
maka bisa menggerakkan perekonomian masyarakat miskin di Maros. Karena 
itu BAZNAS menggandenng perusahaan di Maros untuk menyalurkan zakat 
profesi meraka  yang selanjutnya akan diberikan pada warga Maros.       
2. Jumlah potensi dana zakat yang terserap oleh BAZNAS Kabupaten Maros.  
Saat ini BAZNAS kabupaten maros telah mengumpulkan zakat sebanyak 
kurang lebih 1,6 M rupiah, ini sebenarnya masih kurang jika melihat potensi 
zakat di kabupaten Maros yang bisa mencapai hingga 10 M Rupiah.  
3. Keberhasilan dari distribusi dan pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh 
lembaga pengelola zakat.   
a. Pembinaan dana produktif 
BAZNAS Kabupaten Maros telah secara rutin melakukan pembinaan 
pada para penerima dana produktif yang diberikan kepada mustahik sebagai 
pinjaman modalusaha tanpa bunga. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut 
BAZNAS dalam pendampingan kepada mustahik penerima manfaat zakat 
dalam pemberian modal usaha mikro  maka perlu adanya pembinaan 
maupun pendidikan dalam pengelolaan harta, kewirausahaan dan 
pengembangan usahanya. 
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Maksud dan tujuan dilaksanakan Pembinaan Mustahiq. Bantuan 
Modal Usaha Ekonomi produktif ini dapat mengelola harta dan ushanya 
dengan baik sesuai ajaran islam, kedua meningkatnya pengetahuan 
kewirausahaaan dan pengembangannya, ketiga mampu menerapkan 
keterampilan-keterampilan kewirausahaan mereka ,keempat mampu 
beradaptasi, berinovasi, memiliki jiwa usaha dalam menghadapi persaingan 
pasar usaha.      
 
 
Tabel Pendistribusian Zakat 
No Pendistribusian Jumlah Mustahik 
1 14 Kecamatan 1047 
2 BAZNAS PEDULI 263 
3 Fakir Miskin Buruh Dinas Kebersihan 383 
4 Ibnu sabil 7 
5 Muallaf 1 
6 BAZNAS DHUAFA 62 
7 Bantuan Sosial/ Ormas 25 
8 Badan Pusat Statistik 3 
9 TPA/TQA/TK/PAUD 108 
10 Perusahaan daerah Air Minum (PDAM) 10 
11 Fisabilillah (beasiswa) 2899 
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12 PemKab Maros 142 
13 Penyaluran dana Produktif 372 
 Jumlah Keseluruhan 5337 
   
Dari Laporan jumlah mustahik diatas dapat dianalisa  bahwa tujuan zakat 
sebagai alat untuk memenuhi kesejahteraan social masyarakat belum dilaksanakan 
secara merata karena jumlah penduduk miskin di Kabupaten Maros sebesar  
kurang lebih 30.000 jiwa baru 5337 jiwa yang terbantu melalui zakat. Sehingga 
dari analisa ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BAZNAS Kabupaten Maros 
belum memenuhi prasyarat sebagai alat pemenuh kesejahteraan sesuai pada pasal 
1 (1) Undang-undang no 9 tahun 2011 tentang kesejahteraan social. 
Untuk menganalisa Efektifitas kinerja BAZNAS Kabupaten Maros hal yang 
perlu dilihat berikutnya adalah pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang 
pengelolaan zakat yakni:  
a. Pasal 25 yang menjelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada 
mustahik sesuai dengan syariat islam 
b. Pasal 26 pendistribusian zakat,  sebagaimana dimaksud dengan pasal 25, 
dilakukan berdasrkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip 
pemerataan, keadilan dan kewilayahan. 
c. Pasal 27 ayat:1,2,dan 3 
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a). Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka 
penanganan fakir miskin dan perbikan kualitas ummat. 
b). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud 
pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi 
c). ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha 
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan 
menteri. 
Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan diatas BAZNAS 
Kabupaten Maros mendistribusikan zakat kepada delapan golongan sebagaimana 
yang diatur dalam A-Qur’an. Sementara itu dalam pendayagunaannya Badan 
Amil Zakat kabupaten Maros memiliki beberapa program pendayagunaan zakat 
sebagaimana telah diatur dalam halaman sebelumnya    
Melihat strategi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros perlu 
dilakukan kritik dan pembaharuan. Agar strategi pengelolaan zakat dapat 
meningkatkan kualitas dalam pengelolaan zakat itu sendiri. Melihat hal ini maka 
strategi yang perlu dilakukan oleh BAZNAS dalam mengoptimalkan pengelolaan 
zakat antara lain: 
a. Semestinya anjuran bapak Wakil bupati kabupaten Maros mengenai 
mewajibkan para Aparat Sipil Negara maupun para pekerja swasta di 
Kabupaten Maros untuk membayarkan zakat profesi mereka di BAZNAS, 
bukan hanya sebagai anjuran belaka, namundibuatkan sebuah peraturan 
daerah yang secara khusus mengatur adanya sanksi bagi wajib zakat yang 
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tidak membayarkan zakatnya. Hal ini diperlukan agar dalam melaksanakan 
pengelolaan zakat BAZNAS memiliki regulasi hokum yang lebih tinggi 
dan kuat untuk memaksimalkan pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten 
Maros. 
b. BAZNAS Kabupaten Maros perlu bekerja sama dengan ritel-ritel 
minimarket berskala nasional seperti indomaret, alfamart, dan juga 
minimarket di setiap wilayah kabupaten maros agar para pelanggan mini 
market tersebut dapat menginfakkan sisa uangnya di BAZNAS.  
c. Dalam hal pelatihan pengelolaan zakat kepada UPZ (Unit Pengumpul 
Zakat)   semestinya tidak hanya dilakukan selama 1 (satu) tahun sekali. 
Semestinya Pelatihan kepada para Unit Pengumpul Zakat dilakukan lebih 
sering lagi agar pengelolaan zakat di tingkat bawah hasilnya dapat 
maksimal. 
d. Semestinya BAZANAS Memiliki akun resmi yang memuat laporan 
keuangan BAZNAS secara lengkap untuk melihat efektifitas dan kinerja 
BAZNAS kabupaten Maros sehingga pengelolaan zakat dapat dikatakan 
akuntabel dan  professional.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. SIMPULAN 
1. Untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros 
menggunakan tiga strategi untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat. 
Strategi Pertama yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros yakni 
dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dan 
kewajiban membayar zakat khususnya kepada para aparat sipil Negara karena 
dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Maros masih memaksimalkan zakat 
profesi. Strategi kedua dalam bidang aksi yang dilaksanakan oleh BAZNAS 
Kabupaten Maros yakni program pendayagunaan zakat dengan 
memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan 
usaha. Strategi ketiga adalah dalam bidang administrasi dimana BAZNAS 
Kabupaten Maros melaui anjuran Wakil Bupati kabupaten Maros 
mengingatkan bahwa mulai dari pegawai yang berpendapatan  Rp. 1.000.000,- 
Rupiah wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari  pendapatannya tersebu
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Dalam Mengelola Zakat yang masuk ke BAZNAS ini mereka membentuk 
beberapa program, berikut beberapa Program tersebut: 
1. Program produktif maros Sejahtera 
a. Berdaya usaha mandiri mustahiq 
b. Bantuan Mustahiq lingkungan PNS 
c.  Dana Bergulir Usaha Kecil Masyarakat 
d. Pesantren Kreatif usaha mandiri 
2. Program Pendidikan 
a. Bantuan Khusus Program Tahfidz Qur’an 
b. Bantuan Mahasiswa tidak mampu 
c.  Bantuan Intensif guru TPA, Diniyah, Pondok pesantren 
d.  Pendidikan Kader Ulama 
3. Program Maros Sehat 
a. Bantuan Rawat Inap Masyarakat miskin  
b.  Bantuan Biaya Berobat Masyarakat Miskin 
4. Program BAZNAS Peduli. 
a. Bantuan bencana alam Masyarakat tidak mampu 
b. Bantuan Penanganan Korban Rentenir 
c. Pembangunan Rumah tidak layak huni 
d. Santunan Peduli Dhuafa 
5. Program Maros Religi 
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a. Bantuan Lembaga Keagamaan 
b. Penanganan dan Pembinaan Muallaf 
c.  Bantuan Sarana Keagamaan 
d. Bina Taqwa Mustahiq 
2. Menganalis pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten 
Maros kurang efektif. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 29 ayat 2 UUD 1945 
dimana masih banyak muzakki khususnya para Aparat Sipil Negara 
Kabupaten Maros yang belum melaksanakan kewajibannya untuk 
membayarkan zakat. Dan tidak sesuai tujuan pada pasal 1 ayat 1 undang-
undang  No.9 Tahun 2009  tentang kesejahteraan social untuk memenuhi 
pemerataan kesejahteraan social. Hal ini menandakan stategi BAZNAS 
Kabupaten Maros dalam bidang administrasi zakat yang dilaksanakan 
berdasarkan anjuran wakil bupati kabupaten Maros kurang optimal karena 
hanya berupa anjuran saja dan tidak memuiliki sanksi yang tegas. 
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B. SARAN 
1. Bagi BAZNAS Kabupaten Maros sebaiknya memiliki akun resmi bukan 
hanya akun social media saja namun akun resmi yang khusus menampilkan 
keterbukaan BAZNAS yang bisa di akses oleh masyarakat. 
2. Bagi pemerintah Kabupaten Maros sebaiknya anjuran untuk membayarkan 
zakat di BAZNAS bukan hanya sekedar anjuran saja tetapi perlu dibuatkan 
peraturan daerah secara khusus agar masyarakat sadar untuk membayarkan 
zakatnya di BAZNAS 
3. Masyarakat agar mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat kepada 
BAZNAS atas penghasilan yang diperoleh dari semua bentuk profesi atau 
pekerjaan. Sehingga dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat 
diharapkan harta yang terkumpul dari zakat bisa meningkat 
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